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Wawancara Dengan Penyelidik Polda Sumut 

 

1. Apakah yang dimaksud undercover (penyamaran)? 

Jawaban : 

Undercover (penyamaran) adalah suatu teknik penyamaran untuk 

menghilangkan identititas diri dalam penyelidikan tindak pidana 

narkotika dan dimana seorang informan atau anggota Polisi 

bertindak sebagai pembeli dalam jual beli narkotika. 

 

2. Bagaimana prosedur Polisi di Polda Sumut dalam melakukan 

undercover (penyamaran) terkait pengungkapan tindak pidana 

narkotika? 

Jawaban : 

Untuk melakukan undercover polisi harus memiliki 

a. Surat perintah 

b. Formil dan materil 

Conto : Menyamar sebagai tukang bakso 

 

3. Bagaimana prosedur pelaksanaan penyelidik dan penyelidikan di 

Polda Sumut dalam melakukan undercover (penyamaran) terkait 

pengungkapan tindak pidana narkotika? 

Jawaban : 

 



 

a. Gelar perkara 

Penetapan sebagai tersangka ditemukan dua alat bukti yang 

cukup, baru diperkara dilanjut ke tingkat pengadilan tentang 

terkaitnya barang bukti tersebut 

b. Proses sidik  

Dilengkapi administrasi dari mulai surat penangkapan berita 

acara dan BAP dll. 

c. Melengkapi surat-surat formal lainnya 

 

4. Bagaimana dalam hal penyelidik dan penyelidikan apa saja yang 

harus dilakukan oleh pihak penyidik kepolisian khususnya pada 

Polda Sumut? 

Jawaban : 

Lidik harus menemukan 2 alat bukti yang cukup, melengkapi berkas, 

dan kirim berkas ke JPU,masuk surat p21 jika sudah lengkap maka 

lanjut ke p22 maka Polisi sudah melakukan tugasnya, maka pihak 

Kejaksaan akan mengambil alih untuk tingkat berikutnya. 

 

5. Bagaimana tindak lanjut penegakan hukum di penyidik Kepolisian 

sebelum dilimpahkan berkas perkara kejaksaan di Polda Sumut? 

semua kelangkapan harus sedia seperti surat dan dan surat dari 

kejaksaan untuk? 



Jawaban : 

Gelar perkara melengkapi kelengkapan formal dan materi tersangka, 

Jika p19 harus digelar lagi supaya berkasnya lengkap, kirim Kembali 

ke JPU 

 

6. Bagaimana upaya hukum oleh penyelidik di Polda dalam melakukan 

undercover (penyamaran) terkait dalam pengungkapan tindak 

pidana narkotika? Apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang 

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 

Jawaban : 

Mencari bukti untuk terangnya suatu tindak pidana sudah sesuai 

dengan prosedur karna berkas berkasnya sudah dilengkapi dari awal 

sampai akhir. 

Contoh 114 sebagai pengedar sampai ketahap ke2 

 

7. Berapa usia dan jenis kelamin yang melakukan tindak pidana 

narkotika di Polda Sumut? 

Jawaban : 

Beragam paling rendah 16 anak-anak sampai 60 tahun dewasa. 

 

8. Dalam tenggang waktu dari tahun 2021 sampai dengan 2022 sudah 

berapa kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda 



Sumut? Dan apa faktornya apakah mengalami peningkatan atau 

penurunan tindak pidana narkotika dari tahun sebelumnya? 

Jawaban : 

a. Jumlah kasus 2021 sebanyak 6.023 kasus dengan tersangka 

7.769 dengan barang bukti 1.24.844,18 gram sabu dan 

1.509.366.87 gram ganja serta ekstasi 95.502.75 butir  

b. Jumlah kasus 2022 Januari sampai bulan Mei 1.810 kasus 

dengan tersangka 2.262 dengan barang bukti 373.612,97 gram 

sabu ganja 184.517,16 gram ganja butir 25.244 butir  

 

9. Bagaimana SOP dalam melakukan undercover (penyamaran) untuk 

mengungkapkan tindak pidana narkotika di Polda Sumut? 

Jawaban : 

a. Penyidik dan atau penyelidik; 

b. Surat perintah tugas; 

c. Alat Pelindung/ Pengaman Diri; 

d. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Pasal 75 sampai 79; 

e. Situasi dilapangan harus dikuasi oleh penyelidik 

f. Observasi; dan 

g. Undercover buy. 

 



10. Bagaimana jika pada saat melakukan undercover (penyamaran) 

antara penyelidik di Polda Sumut dengan BNN secara bersamaan? 

Apa langkah yang dilakukan jika terjadi hal seperti itu? 

Jawaban : 

Dalam hal penangkapan adalah penegak hukum yang terlebih 

dahulu bisa mengungkap kasusnya dia yang akan memproses 

proses hukumnya. Intinya setiap instansi baik Polisi Republik 

Indoensia (selanjutnya disebut POLRI) ataupun BNN mereka punya 

tim intel dan tenaga ahli sendiri, seseorang yang diduga sebagai 

penyalahgunaan/ pengedar narkoba yang termasuk jaringan dan 

kategorinya masuk dalam sistem pengawasan jaringan narkoba di 

instansi itu. Semisal salah satu pihak sudah menangkap terlebih 

dahulu, yang diikuti prosedur hukum sesuai hukum yang berlaku, 

apabila tersangka atau yang diduga termasuk di DPO salah satu 

pihak, maka dapat dilakukan kordinasi antar instansi 

 

11. Bagaimana pengaturan tentang tugas wewenang kepolisian dalam 

melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (undercover)? 

Jawaban : 

Tersangka yang ditangkap dengan barang bukti menggunakan 

teknik yang lain seperti control delivery, pembuntutan sama-sama 

seperti undercover buy asal memiliki barang bukti yang cukup dan 

berkas dilengkapi. 



 

12. Bagaimana peranan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam 

melakukan penyidikan dengan sistem penyamaran (undercover)? 

Jawaban : 

Orang yang melakukan undercover untuk mengungkap dengan 

upaya informan dan juga bisa secara langsung bisa ikut menyamar 

 

13. Apa saja hambatan dan upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara dalam penyamaran tentang pengungkapan tindak 

pidana narkotika? 

Jawaban : 

a. Kurangnya anggaran 

Terbatasnya anggaran menjadi salah satu penyebab faktor 

utama hambatan penyidik dalam mengungkapkan kasus 

narkoba. Anggaran ini sangat penting disini karena apabila tidak 

mencukupi, maka pengejaran pelaku dan penangkapan pelaku 

tindak pidana narkotika tidak akan berhasil dengan maksimal. 

b. Sarana dan prasarana 

Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan penyamaran 

yang menganggu dalam mengungkapkan kasus narkotika. Salah 

satu contoh adalah alat cek posisi yang dapat mengikuti pelaku 

melalui nomor telepon, keberadaan alat ini sangat langka dan 

pihak polda belum memiliki anggaran pemeliharaan Hal ini 



tentunya sangat mengganggu dalam pengungkapan narkoba dan 

dapat menyita waktu yang banyak serta Personil harus melekak 

membuntuti pelaku. 

c. Kurangnya personil 

Kurangnya personil penyidik narkotika juga salah satu 

penyebabnya dikarenakan dalam pengungkapan kasus tindak 

pidana narkotika sangat banyak dan tidak sebanding dengan 

sumber daya manusia dikarenakan jumlah kasus pengungkapan 

tindak pidana narkotika sangat banyak yang mengakibatkan 

terbatasnya jumlah personil dalam menangani kasus tersebut. 

 

14. Terhadap barang bukti, apa langkah yang dilakukan oleh Polda 

Sumut jika kasusnya sudah selesai? 

Jawaban : 

Ada ketentuan di undang-undang terhadap barang sitaan narkotika 

dan prekursor yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan 

penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib 

dimusnakan dalam waktu 7 hari terhitung sejak menerima penetapan 

pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. 

 

15. Adakah saran atau masukan dari Bapak untuk perbaikan dan 

mengurangi tindak pidana narkotika di Polda Sumut kedepan agar 

meminimalisir penyalahgunaan narkotika? 



Jawaban : 

Saran dari Institusi Ditres Narkoba terkait anggaran hanya tertuju 

kepada lidik dan sidik sementara ada dana anggaran yang sangat 

perlu bagi binluh (pembinaan dan penyuluhan) dan rehabilitasi 

(pecandu narkoba) 
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